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Abstract

The Indonesian state certainly does not want its currency to be replaced by a digital
system that has a fairly high fluctuating value. Unlike the case with the Republic of El
Salvador, which actually welcomes the presence of bitcoin in its country by making
it a legal tender. This study aims to compare the legal basis between Indonesia and
El Salvador on the impact of the existence of bitcoin in order to analyze the reasons
why Indonesia classifies bitcoin as a commodity and not as an electronic payment
system by comparing it to El Salvador which legalized bitcoin as a currency, as well as
knowing the importance of developing the foundation law against bitcoin so that it
can have a positive impact on the economy. The research method used in this study
uses a comparative approach. The results of this study indicate that buying and selling
bitcoin as an intangible and valuable object becomes an alternative investment for the
Indonesian people and is not allowed to be used as a legal tender. The development
of regulations related to taxes, security and ease of doing business is also a positive
impact that can be taken from the existence of crypto assets in Indonesia. El Salvador
uses bitcoin as a digital payment system aimed at creating financial inclusion for its
people, while Indonesia already has its own financial inclusion in rupiah. This study
recommends the need for caution in the application of the next legal basis for crypto
assets in Indonesia because it can eliminate the positive impact on the economy.
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1. Pendahuluan

Suatu reallita yang tidak dapat dihindari
bahwasannya sistem digitalisasi telah masuk
kedalam tiap sektor kehidupan khususnya
pada era new economy yang memungkinkan
manusia di berbagai tempat dapat melaku-
kan transaksi dengan uang dalam cakupan
global lintas batas (Wijoyo et al., 2020). Di-
gitalisasi sendiri merupakan sebuah peng-
gunaan teknologi digital yang menghasilkan
nilai dan terintegrasi dalam kehidupan sehari
— hari (Nurfalah & Rusydiana, 2019).

Dinamika digital pada sistem keuangan
salah satunya menghasilkan suatu produk
cryptocurrency dengan nama bitcoin yang
dibuat pada tahun 2008 oleh sekelompok
anonim bernama Satoshi Nakamoto sebagai
mata uang yang dapat digunakan pada du-
nia digital sebagai dompet digital sekaligus
alat pembayaran di beberapa sistem digital di
dunia. Dalam hal ini bitcoin digambarkan se-
bagai “purely peer-to-peer version” dari uang
elektronik (Danial, 2019). Keberadaan sistem
uang elektronik yang baru tersebut tentunya
menciptakan sebuah disrupsi dalam dunia
finansial yang menyebabkan masyarakat di
seluruh dunia melirik pada cara kerja bitcoin
sebagai mata uang digital (Saputra, 2018).

Bitcoin menjadi sebuah cryptocurrency
pertama yang terbentuk dan memiliki tekno-
logi blockchain, serta dapat digunakan oleh
setiap individu yang memilikinya. Sistem
blockchain sendiri merupakan sebuah distri-
buted ledger technology atau teknologi pen-
catatan transaksi dalam buku besar secara
terdistribusi menggunakan metode enkripsi
kriptografi dan dapat dimanfaatkan sebagai
platform beberapa aplikasi dengan variabel
yang berkaitan, seperti mata uang digital (di-
gital currency), kontrak cerdas (smart cont-
ract), juga penyimpanan data (Budhijanto,
2021). Hadirnya cryptocurrency seperti bit-
coin dan koin lainnya yang menggunakan
teknologi blockchain serta memungkinkan
pemilik menggunakan smart contract untuk
bertransaksi, meminjam dan mengirim den-
gan sifat globalisasi lintas Negara, membu-
tuhkan sebuah aturan hukum yang memba-
tasi agar meminimalisir terjadinya transaksi
ilegal baik nasional maupun transnasional

yang dapat menyebabkan kerugian.

Ketiadaan aturan atas penggunaan
bitcoin yang sempat terjadi, pernah menye-
babkan sejumlah puluhan merchant di Bali
menerima pembayaran transaksinya menggu-
nakan bitcoin pada tahun 2018 lalu (Asmara,
2018). Dibutuhkannya landasan hukum yang
mengatur atas keberadaan dan penggunaan
bitcoin di Indonesia ialah karena terhadap
adanya bitcoin serta cryptocurrency lainnya
yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia, per-
lu diatur dengan tepat sehingga bitcoin tidak
menjadi alat melakukan transaksi di Indone-
sia yang merupakan pelanggaran dan dapat
membawa kerugian. Bitcoin sebagai bagian
dari cryptocurrency memang memiliki nilai
yang cukup tinggi hingga mengalahkan emas
(Kelly, 2018), akan tetapi hal tersebut tidak
dapat dijadikan sebagai alat pembayaran
yang sah di Indonesia. Oleh karenanya, pen-
gaturan yang tepat atas bitcoin di Indonesia
sangat diperlukan agar keberadaannya yang
dimiliki oleh masyarakat Indonesia tidak di
salahgunakan dan dapat dimanfaatkan.

llegal nya penggunaan bitcoin seba-
gai alat pembayaran di Indonesia kemudian
menciptakan kebingungan para pemilik bit-
coin di Indonesia untuk menggunakan cryp-
tocurrency yang dimilikinya. Sesuatu yang
illegal tentunya dikhawatirkan akan mem-
bawa dampak yang dapat merugikan dalam
segala aspek khususnya aspek Hukum dan
benar saja alasan lain dilarangnya melaku-
kan transaksi menggunakan bitcoin karena
bitcoin sendiri dapat disalahgunakan untuk
melakukan kejahatan money laundering dan
kejahatan siber lainnya (van Wegberg et al.,
2018). Dikarenakan resiko tersebut, transak-
si ataupun pembayaran apapun di Indonesia
dilarang menggunakan virtual currency da-
lam hal ini bitcoin (Razzaq, 2018).

Hal ini berbeda dengan Negara di
Amerika Tengah, El Salvador yang menyam-
but baik atas keberadaan dan penggunaan
bitcoin di Negaranya (Reditya, 2021). Ber-
tolakbelakang dari Indonesia yang menjadi-
kan bitcoin sebagai bagian dari komoditas,
Negara El Salvador menjadikan bitcoin dapat
digunakan sebagaimana tujuan bitcoin sen-
diri diciptakan. Perbedaan penerapan kebi-
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jakan terjadi pada tiap Negara yang berbeda
seperti Indonesia dengan El Salvador dalam
menanggapi keberadaan bitcoin dan cryp-
tocurrency lainnya dengan mengingat segala
resiko yang akan terjadi jika cryptocurrency
salah digunakan oleh masyarakat di Negara
tersebut (Cvetkova, 2018). Penerimaan den-
gan baik digunakannya bitcoin di Negara El
Salvador berawal dari terdapatnya seorang
anonim yang menjanjikan USD 100,000 da-
lam bentuk bitcoin, dengan syarat uang yang
berbentuk bitcoin tersebut akan didistribusi-
kan kepada penduduk dan mengubah El
Zonte (wilayah di El Salvador) menjadi tem-
pat berkembangnya bitcoin, kemudian hal
tersebut diterima baik oleh Presiden El Salva-
dor dan pendistribusian USD 100.000 dalam
bentuk bitcoin dilakukan bagi masyarakat
desa setempat yang tidak memiliki pekerjaan
selama pandemi covid-19 juga untuk bantu-
an lainnya (Weiss, 2021).

Terdapat perbedaan pada landasan
hukum penggunaan bitcoin di Indonesia
dengan El Salvador yang kemudian penulis
jadikan perbandingan dalam studi ini. Per-
bandingan landasan hukum dilakukan pada
negara El Salvador karena El Salvador meru-
pakan negara pertama di dunia yang meman-
faatkan dampak atas keberadaan bitcoin di
negaranya dengan dibuat suatu produk hu-
kum untuk mengadopsi bitcoin sebagai legal
tender setelah dollar. Pentingnya perbandin-
gan hukum terhadap bitcoin dilakukan den-
gan negara El Salvador adalah karena masih
terdapat sebagian masyarakat Indonesia yang
beranggapan bahwa bitcoin dapat digunakan
sebagai alat transaksi dan menganggap bit-
coin adalah penipuan. Oleh karena hal terse-
but, studi ini melakukan perbandingan oleh
negara El Salvador sebagai negara pertama
yang melegalkan bitcoin sebagai alat pem-
bayarannya, untuk diketahui dampak kebe-
radaan bitcoin dari sudut pandang hukum di
Indonesia yang dapat memberikan sejumlah
dampak positif dalam bidang ekonomi yang
bisa dimanfaatkan serta alasan bitcoin ilegal
sebagai alat transaksi di Indonesia.

Terhadap maraknya isu terkait penggu-
naan cryptocurrency dan bitcoin yang men-
dapat kebijakan berbeda — beda dari tiap

Negara juga terdapat studi Nasional yang
telah menjadi perhatian banyak peneliti se-
belumnya, diantaranya terkait tidak adanya
aturan hukum di Indonesia yang membenar-
kan melakukan transaksi bisnis menggunakan
bitcoin atau cryptocurrency lainnya menurut
UU 7/2011 (llyasa, 2019), juga mengenai
ilegalnya bitcoin dijadikan sebagai alat tran-
saksi e-commerce menurut Peraturan Bank
Indonesia No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang
Elektronik (PBI 11/12/2009) yang mana ter-
dapat perbedaan unsur pada uang elektronik
dengan bitcoin. Bahwa uang elektronik wa-
jib menggunakan uang rupiah yang disetor
terlebih dahulu sedangkan bitcoin tidak di-
lakukan penyetoran akan tetapi pembelian
(Honggowongso & Kholil, 2021). Pada studi
internasional juga terdapat hasil penelitian
mengenai pengambilan kebijakan yang te-
pat untuk bitcoin yang merupakan sesuatu
yang sulit untuk diatur karena memiliki ja-
ringan yang terdistribusi secara terpusat se-
bagai mata uang kripto tanpa izin berbasis
blockchain terdesentralisasi yang bertentan-
gan dengan struktur terpusat pada regulasi
moneter dan keuangan (Nabilou, 2019).

Baik studi nasional maupun internasio-
nal yang telah diteliti sebelumnya sebagian
besar membahas mengenai suatu legalitas
dari cryptocurrency, karena hal ini meru-
pakan sistem digital yang baru dipakai oleh
banyak orang sejak beberapa tahun terakhir
dan mempengaruhi dari beberapa aspek te-
rutama hukum, bisnis, dan ekonomi sehing-
ga perlu dikaji secara mendalam. Ketiadaan
pembahasan terkait aturan yang menjadi
landasan hukum atas dampak keberadaan
bitcoin di Indonesia dibandingkan dengan
landasan hukum dari Negara ElI Salvador
menjadi hal yang tidak ada dalam studi se-
belumnya sehingga dirasa perlu untuk ditulis-
kan karena penelitian atas perbandingan lan-
dasan hukum terhadap bitcoin penting untuk
dikaji mengingat masih dibutuhkan perkem-
bangan lebih lanjut untuk mengatur bitcoin
di Indonesia yang mana selain ditetapkan se-
bagai jenis komoditas tetapi bisa memanfaat-
kan arus perdagangan cryptocurrency yang
besar dan bersifat global, sehingga dapat di-
manfaatkan dan menjadi dampak positif ter-
hadap aspek ekonomi dengan dilakukannya
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perbandingan landasan hukum dengan Ne-
gara El Salvador yang malah memanfaatkan
dampak keberadaan bitcoin sebagaimana tu-
juan bitcoin dibuat.

Permasalahan yang kemudian menjadi
pokok bahasan pada studi ini adalah men-
genai bitcoin yang memang dibentuk bertu-
juan sebagai versi murni dua arah dari uang
elektronik serta memiliki nilai dan bersifat
global, tidak digunakan sebagaimana sistem
pembayaran elektronik di Indonesia, tetapi
menjadi bagian dari komoditas di Indonesia
dan masih diperlukan perkembangan aturan
yang tepat terhadap bitcoin untuk dapat di-
manfaatkan. Maka, dengan bahasan tersebut
penulis akan berfokus tentang: pertama, ba-
gaimana perbandingan landasan hukum an-
tara Negara El Salvador dengan Negara Indo-
nesia terhadap keberadaan bitcoin?; kedua,
mengapa diperlukan landasan hukum lebih
lanjut untuk memanfaatkan keberadaan bit-
coin dan crypto lainnya di Indonesia?

2. Metode

Dalam studi penelitian yang akan di-
gunakan pada tulisan ini ialah menggunakan
metode pendekatan komparatif (comparative
approach). Penelitian hukum menggunakan
pendekatan komparatif adalah penafsiran
untuk membandingkan penjelasan berdas-
arkan perbandingan hukum (Ali, 2009).
Pendekatan komparatif dilakukan dengan
membandingkan undang — undang suatu ne-
gara dengan undang — undang dari negara
lain mengenai masalah yang sama (Marzuki,
2017). Dalam hal ini, pendekatan kompara-
tif akan dilakukan dengan membandingkan
landasan hukum dari negara Indonesia yang
mengatur bitcoin dikelompokkan ke dalam
jenis komoditas dengan landasan hukum dari
negara El Salvador yang menyambut baik atas
kehadiran bitcoin dengan menjadikannya
alat transaksi yang sah. Alasan dari dilakukan-
nya perbandingan landasan hukum dengan
negara El Salvador ialah karena El Salvador
merupakan negara pertama di dunia yang
menjadikan bitcoin sebagai legal tender dan
sebagian masyarakat Indonesia masih berang-
gapan bahwa bitcoin ataupun crypto lainnya
dapat digunakan sebagai alat bertransaksi di

Indonesia karena dirasa tidak mengetahui
kegunaan dari memiliki sebuah bitcoin. Da-
ripada hal tersebut, maka akan dibandingkan
dua landasan hukum berbeda yang menga-
tur tentang bitcoin sehingga akan mengha-
silkan jawaban atas penggunaan bitcoin di
Indonesia, alasan bitcoin dilarang digunakan
sebagai alat pembayaran di Indonesia, serta
dampak apa yang dapat dimanfaatkan dari
keberadaan bitcoin di Indonesia. Pada studi
ini juga menggunakan data primer dan data
sekunder. Bahan hukum primer disini terdiri
dari Kitab Undang — undang Hukum Perdata,
Undang — undang No. 7 tahun 2011 tentang
mata uang, Peraturan Menteri Perdagangan
Republik Indonesia No. 99 tahun 2018, Pe-
raturan Bappebti yang berkaitan tentang aset
kripto, Peraturan Bank Indonesia, dan bitcoin
law dari El Salvador. Sedangkan pada data
sekunder, penulis menggunakan bahan pus-
taka berupa buku dan jurnal baik nasional
maupun internasional yang berkaitan tentang
hukum, teori - teori dan tulisan yang terkait
dengan bitcoin atau cryptocurrency.

Comparative approach ini diperlukan
untuk menganalisis bahan hukum sekunder
yang di dalamnya terdapat berbagai pan-
dangan (Diantha, 2016). Dengan terdapat-
nya berbagai regulasi berbeda di tiap negara
dalam menanggapi bitcoin, ditambah den-
gan bermacam studi penelitian mengenai
cryptocurrency baik dalam ranah nasional
maupun internasional, menjadikan penulis
dapat membandingkan antara tulisan satu
dengan yang lainnya. Selanjutnya, penulis
akan menggunakan teknik argumentatif yang
mana merupakan kelanjutan dari bekerjanya
teknik analisis komparatif. Teknik argumenta-
tif ini digunakan untuk menjawab dari hasil
perbandingan yang dilakukan antara landas-
an hukum terhadap bitcoin di negara Indo-
nesia dengan landasan hukum di negara El
Salvador.

3. Hasil dan Pembahasan

Perbandingan Pengaturan Terhadap
Keberadaan Bitcoin antara El Salvador
dengan Indonesia

Republik El Salvador merupakan nega-
ra yang terletak pada kawasan Amerika Ten-
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gah serta merupakan sebuah Negara di dunia
yang pertama kali menjadikan cryptocurren-
cy bitcoin sebagai currency yang sah (Sigalos,
2021). Makna dari cryptocurrency itu sendi-
ri ialah beberapa rangkaian kode kriptografi
yang bersifat terdesentralisasi (Nitha & West-
ra, 2020) serta dapat disimpan secara digital
dan dapat dipindahtangankan layaknya surat
elektronik dan dimungkinkan digunakan se-
bagai alat pembayaran (Yohandi et al., 2017)
karena cryptocurrency merupakan bagian
dari mata uang digital (Chuen, 2015). Sebe-
lumnya, dollarisasi menjadi metode yang di-
gunakan sebagai alat pembayaran yang sah
sekaligus penggerak perekonomian di El Sal-
vador dengan pertimbangan untuk menda-
patkan suku bunga yang lebih rendah, biaya
transaksi yang kecil dan sebagai peningkatan
foreign direct investments (Lindahl, 2014).
Bersamaan dengan ditetapkannya bitcoin
sebagai currency di El Salvador, tidak berarti
hal tersebut menggantikan dollar US sebagai
mata uang yang telah digunakan masyarakat
El Salvador sehari — hari (Asamblea Legislati-
va, 2021). Dalam hal ini bitcoin hanya men-
jadi alat pembayaran yang sah kedua setelah
dollar US. Legalnya adopsi penggunaan bit-
coin sebagai alat pembayaran yang dapat di-
gunakan oleh masyarakat yang memilikinya
diawali dengan mendapatkan sejumlah 62
suara dari 84 anggota parlemen yang setuju
untuk membuat undang — undang bitcoin
(Gudifo, 2021).

Sejatinya, sifat dollar US dengan bit-
coin yang kini menjadi alat pembayaran le-
gal di El Salvador adalah berbeda. Mata uang
dollar US bersifat centralized yang stabilitas
keuangan dan efisiensi sistem pembayaran-
nya diatur serta dijaga oleh federal reserve
system di Washington, D.C. (Federal Reserve,
n.d.). Sedangkan bitcoin sebagai cryptocur-
rency pertama memiliki sifat decentralized
(Craig & Kachovec, 2019) dan menggunakan
sistem pembayaran yang terdistribusi (Luther
& Stein Smith, 2020). Dalam teknis pada sifat
desentralisasi bitcoin, ia tidak melewati pihak
ketiga seperti bank ketika sedang melakukan
transaksi. Mekanisme sebuah transaksi yang
memiliki sifat desentralisasi hanya mempro-
ses pengiriman, penerimaan dan info seca-
ra dua arah. Lain halnya ketika melakukan

pengiriman antar bank yang berbeda secara
elektronik. Pengiriman tersebut harus melalui
bank yang digunakan, kemudian disampai-
kan kepada bank yang dituju, informasi pen-
giriman dan penerimaan pun tersimpan pada

pihak ketiga

Perbedaan sifat yang cukup berbeda
antara sentralisasinya mata uang dollar Ame-
rika Serikat dengan desentralisasinya bitcoin
sebagai mata uang kripto yang memakai tek-
nologi blockchain sebagai database terdistri-
busi (Noorsanti et al., 2018) tidak membuat
Negara El Salvador pesimis untuk menjadi-
kan bitcoin sebagai alat pembayaran yang
sah. Disetujuinya bitcoin law oleh Dewan
Perwakilan Rakyat El Salvador pada tanggal
8 Juni 2021 menjadi awal landasan hukum
dalam menggunakan bitcoin di kehidupan
sehari — hari setelah dollar. Diantara faktor
diberlakukannya bitcoin sebagai legal tender
di El Salvador salah satunya tertera pada poin
ke tiga konsiderans bitcoin law yang men-
jelaskan bahwa sekitar 70% penduduk di El
Salvador tidak memiliki rekening bank dan
akses ke layanan keuangan tradisional. Kare-
nanya, bitcoin ditujukan sebagai pembaya-
ran digital menggunakan aplikasi agar pendu-
duk lebih mudah menerima pemasukan dan
pembayaran. Selain itu, digitalisasi bitcoin
juga ditujukan untuk masyarakat El Salva-
dor yang ingin mengirim uang dengan cepat
tanpa biaya tambahan yang mana sebelum-
nya masyarakat El Salvador masih mengirim
menggunakan bantuan pihak ketiga seperti
Western Union yang memakan waktu dan
biaya cukup besar.

Dengan ketiadaan rekening bank, bit-
coin sebagai mata uang ditujukan sebagai
alternatif pembayaran yang dapat dilakukan
secara digital, walaupun terdapat beberapa
syarat teknis untuk dapat dikatakan menjadi
uang sebagai alat pembayaran, salah satu-
nya adalah nilainya relatif stabil (Ilyas, 2016).
Nilai yang dimiliki oleh bitcoin sebagai alat
tukar memiliki fluktuasi yang cukup besar
sehingga perlu diwaspadai apabila dijadikan
sebagai alat pembayaran.

Bitcoin law sebagai kebijakan pertama
di dunia oleh El Salvador yang menjadikan
bitcoin sebagai mata uang, pada Pasal 1 Dec-

b0
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ree No. 57 June 9, 2021 of the bitcoin law
(bitcoin law) dikatakan “The purpose of this
law is to regulate bitcoin as legal tender, un-
restricted with liberating power, unlimited in
any transaction and to any title that public
or private natural or legal persons require to
carry out...”. Pasal pertama dari bitcoin law
yang merupakan kebijakan dari El Salvador
ini menjelaskan bahwasannya tujuan dari un-
dang-undang tersebut adalah untuk menga-
tur bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah,
tidak dibatasi dengan surat kuasa yang tidak
terbatas dalam transaksi apapun dan dalam
hak apa pun yang dimiliki oleh orang perseo-
rangan atau badan hukum publik atau swasta
membutuhkan. Dalam pasal 1 undang — un-
dang bitcoin ini telah menetapkan bahwa
bitcoin merupakan the real cryptocurrency
yang memang dilegalkan menjadi currency
di El Salvador, dan nantinya bitcoin ini da-
pat digunakan oleh masyarakat lokal maupun
wisatawan luar El Salvador dalam melakukan
transaksi secara digital sebagaimana tujuan
diberlakukannya.

Hal ini berbeda dengan Indonesia se-
bagaimana Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indo-
nesia (UU 23/1999) yang mewajibkan seti-
ap perbuatan dan kewajiban yang menggu-
nakan uang ataupun dengan tujuan untuk
melakukan pembayaran harus dilakukan
menggunakan uang rupiah, kecuali ditetap-
kan lain dengan Peraturan Bank Indonesia.
Pokok ketentuan yang dikecualikan dan
akan ditetapkan pada Peraturan Bank Indo-
nesia diantaranya adalah penggunaan mata
uang ASEAN dalam kegiatan impor dan
atau ekspor di kawasan ASEAN, juga dalam
pencantuman harga barang dan jasa ke va-
luta asing pada tempat dan kegiatan usaha
tertentu. Negara Indonesia dalam hal ini te-
tap menggunakan rupiah sebagai alat untuk
menjalankan roda perekonomian antar war-
ga negara nya dan tidak membenarkan suatu
transaksi digital menggunakan virtual curren-
cy dalam hal ini bitcoin dan cryptocurrency
lainnya sebagaimana Pasal 8 ayat (2) Peratu-
ran Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017
tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
(PBI 19/12/2017). Dilarangnya penggunaan
bitcoin sebagai alat pembayaran di Indo-

nesia ialah karena hakikat dari bitcoin dan
uang elektronik jelas berbeda. Pada hakikat
uang elektronik, nilai uangnya bersumber
dari jumlah uang yang disetor kepada pener-
bit dan nilainya akan berubah ketika terjadi
top up ataupun transaksi (Usman, 2017). Se-
dangkan nilai bitcoin didapatkan dari proses
pembelian dan nilainya terus berubah walau-
pun tidak terjadi transaksi. Selain itu, nega-
ra Indonesia telah jelas menggunakan mata
uang rupiah sebagaimana diatur dalam Pasal
2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2011 tentang Mata Uang (UU 7/2011) dan
bukan mata uang kripto.

Selanjutnya, dalam Pasal 2 bitcoin law
dikatakan “The exchange rate between bit-
coin and the dollar of the United States of
America, henceforth dollar, will be freely es-
tablished by the market”. Pasal 2 bitcoin law
menjelaskan bahwasannya nilai tukar yang
digunakan oleh bitcoin di El Salvador tetap
menggunakan dollar US dan akan diatur se-
cara bebas oleh pasar. Arti pasar disini adalah
berupa si penjual yang bebas menentukan
harga tukar dari bitcoin dengan menggu-
nakan acuan nilai dollar US. Lalu pada Pasal
3 dikatakan “All prices may be expressed in
bitcoin”. Di Pasal 3 ini dijelaskan kalau se-
mua harga dapat dinyatakan dalam bitcoin,
artinya apabila terdapat seseorang di El Salva-
dor yang ingin membeli sebuah mobil pada
20 Agustus 2021 seharga USD 23.175 maka
dapat melakukan transaksi secara digital den-
gan mengirimkan 0,5 bitcoin kepada penjual
mobil tersebut sesuai dengan pergerakan har-
ga bitcoin yang terjadi saat itu. Fluktuasi pada
nilai tukar bitcoin terhadap dollar US ketika
teori supply and demand terjadi (Kjaerland
et al., 2018). Saat permintaan pada bitcoin
meningkat dalam arti banyak orang yang me-
milikinya, maka harga bitcoin terhadap nilai
dollar US akan naik, tetapi ketika banyak dari
jumlah bitcoin yang dijual, maka sebaliknya
harga dollar US yang akan naik walaupun te-
tap stabil dan harga bitcoin akan turun bah-
kan dapat mencapai puluhan persen.

Kemudian, pasal penting lainnya yang
melegalkan bitcoin digunakan sebagai alat
pembayaran adalah pada Pasal 7 bitcoin law,
dikatakan “Every economic agent must ac-
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cept bitcoin as a form of payment when it is
offered to him by whoever acquires a good
or service”. Agen ekonomi di El Salvador ha-
rus menerima bitcoin sebagai bentuk pem-
bayaran ketika ditawarkan oleh konsumen.
Agen ekonomi seperti toko, pedagang kaki
lima, layanan penginapan hotel dan penjual
barang atau jasa lainnya harus menerima
pembayaran bitcoin apabila konsumen men-
ginginkan pembayaran digital menggunakan
bitcoin. Akan tetapi, terhadap pemberlakuan
pada Pasal 7 bitcoin law ini mendapat penge-
cualian di Pasal 12.

Dikatakan pada Pasal 12 “They are
excluded from the obligation expressed in ar-
ticle 7 of this law, those who by a notorious
fact and in an obvious way do not have ac-
cess to the technologies that allow executing
transactions in bitcoin. The State will promo-
te the necessary training and mechanisms so
that the population can access bitcoin tran-
sactions”. Para agen ekonomi yang menye-
diakan barang dan jasa ini dikecualikan dari
kewajiban yang dinyatakan dalam Pasal 7 un-
dang-undang bitcoin. Ketika para agen eko-
nomi belum mempunyai sistem pembayaran
digital menggunakan bitcoin, maka mereka
tidak wajib dan dapat menolak apabila kon-
sumen ingin membayar dengan bitcoin. Hal
tersebut nantinya menjadi tugas Negara El
Salvador untuk memberikan edukasi kepada
penduduk terkait penggunaan digital tran-
saction menggunakan bitcoin. Keseriusan El
Salvador terhadap penggunaan bitcoin juga
digambarkan pada Pasal 4 bitcoin law yang
mengatakan bahwa “All tax contributions
can be paid in bitcoin”. Dibentuknya bitcoin
law ini, difungsikan sebagai cita — cita untuk
meningkatkan perekonomian di El Salvador
sendiri sebagaimana digitalisasi yang berhasil
terbukti meningkatkan produktivitas dan pe-
rekonomian beberapa negara di Asia (Raes-
kyesa & Lukas, 2019).

Oleh karena bitcoin law sebagai lan-
dasan hukum pertama di dunia yang mele-
galkan bitcoin sebagai currency dan menjadi
tanggapan atas dampak keberadaan bitcoin
di El Salvador, tentu hal tersebut berbeda
dengan negara Indonesia yang tidak meng-
gunakan nomenklatur cryptocurrency karena

currency di Indonesia adalah Rupiah sebagai-
mana Pasal 1 ayat (1) UU 7/2011. Indonesia
mengelompokkan bitcoin dan kripto lainnya
menjadi crypto assets. Penamaan cryptocur-
rency yang sering digunakan masyarakat be-
rubah menjadi aset kripto setelah lahir regu-
lasi tentang legalitas penggunaan aset kripto
pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
99 dan diundangkan pada bulan Oktober
2018 tentang Kebijakan Umum Penyeleng-
garaan Perdagangan Berjangka Aset Krip-
to (Permendag 99/2018) yang menetapkan
bahwa “aset kripto (crypto asset) ditetapkan
sebagai komoditi yang dapat dijadikan Sub-
jek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan
di Bursa Berjangka”.

Terhadap ketetapan pengelompokkan
aset kripto sebagai komoditi, maka aset krip-
to masuk dalam yurisdksi pengawasan Bap-
pebti (Puspasari, 2020). Komoditi sendiri ia-
lah suatu benda atau barang yang nyata serta
dapat diperdagangkan dengan relatif mudah,
dapat diserahkan wujudnya dan dapat ditu-
karkan dengan produk lain dengan jenis yang
sama juga dapat disimpan untuk jangka wak-
tu tertentu, yang biasanya dapat dibeli atau
dijual oleh investor melalui bursa berjangka
(Kusuma, 2020). Walaupun aset kripto da-
lam hal ini tidak dapat dirasakan secara fisik
benda nya seperti komoditi lain, akan tetapi
Bappebti telah mengeluarkan Peraturan No-
mor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi yang
dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka,
Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak
Derivatif Lainnya yang diperdagangkan di
Bursa Berjangka (Peraturan Bappebti 3/2019)
pada Pasal 1 huruf f yang menjelaskan bahwa
komoditi yang bisa dijadikan subjek kontrak
berjangka yang diperdagangkan dalam bursa
berjangka salah satunya ialah aset kripto se-
bagai komoditi di bidang aset digital (Wijaya,
2019).

Digital aset ialah benda atau aset yang
kepemilikannya dicatat secara digital dan di-
kendalikan secara langsung oleh pemiliknya
(Franco, 2015). Bitcoin sebagai Cryptocur-
rency pertama yang diciptakan sebagai cara
kerja uang elektronik secara peer to peer ti-
dak dapat digunakan sebagai mata uang digi-
tal di Indonesia melainkan sebagai aset digi-

325



Pandecta. Volume 16. Number 2. December 2021 Page 319-334

tal. Dikatakan dapat diperdagangkan karena
bitcoin dan aset kripto lainnya memiliki nilai
tukar, jika di El Salvador mempunyai nilai
tukar dengan dollar US, Indonesia mempu-
nyai nilai tukar dengan Rupiah sebagai alat
tukar yang sah. Nilai yang dimiliki inilah yang
menjadikan crypto assets juga dapat menjadi
suatu objek virtual sebagaimana halnya vir-
tual property dapat dikatakan sebagai benda
tidak berwujud.

Pengelompokkan crypto assets sebagai
bagian dari virtual property dan digital aset
memberi kejelasan bahwa bitcoin dan aset
kripto lainnya juga merupakan benda seba-
gaimana pasal 499 KUHPerdata yang menje-
laskan bahwa benda (zaak) ialah sesuatu yang
dapat menjadi objek hak milik dan benda
yang tidak berwujud pada pasal 503 KUH-
Perdata ialah segala benda yang fisiknya tidak
terlihat atau teraba (Fuady, 2014). Prof. Su-
bekti membagi pengertian benda diantaranya
ialah sebagai objek hukum (Mumek, 2017).
Cryptocurrency yang dapat dimiliki melalui
transaksi terlebih dahulu sehingga mempu-
nyai nilai dan jelas terkait hak kepemilikan-
nya, telah memenuhi unsur pada pasal 499
dan 503 KUHPerdata tentang barang yang
tak bertubuh, sehingga bitcoin dan crypto
assets lainnya merupakan sebuah objek seca-
ra virtual yang dapat dimiliki oleh perorangan
melalui hubungan hukum berupa transaksi.
Oleh karena itu, aset kripto dikatakan tepat
menjadi sebuah aset digital dan virtual pro-
perty karena sifatnya yang dapat menjadi hak
milik, memiliki nilai dan tidak berwujud.

Mengacu pada Permendag 99/2018
tentang crypto assets dan fakta bahwa bitcoin
dan aset kripto lainnya memiliki sebuah ni-
lai, maka hal tersebut sekaligus memberikan
kejelasan kepada pemilik aset kripto bahwa
objek aset kripto yang dimiliki seperti bitcoin,
ethereum dan kripto lainnya merupakan se-
buah investasi komoditi berbentuk digital
aset (Nugraha et al., 2019). Selain El Salva-
dor, Otoritas pasar dan sekuritas Eropa serta
Otoritas Perbankan Eropa dalam menang-
gapi keberadaan bitcoin dan crypto assets
lainnya juga menganalisa untuk memisahkan
aset kripto mana yang dapat dijadikan seba-
gai payment, investment dan utility dengan

spesifik fungsi yang berbeda. Tujuan dibe-
dakan nya penggunaan aset kripto tersebut
ialah untuk mengarahkan pada area regulasi
tertentu sehingga masing — masing aset krip-
to legal dan jelas penggunaan nya (Ferrari,
2020). Dikarenakan Negara Indonesia men-
gelompokkan crypto assets sebagai investasi,
maka mengenai investasi di Indonesia lebih
dikenal dengan istilah penanaman modal.
Penanaman modal atau investasi memiliki
beberapa teori khususnya pada foreign direct
investment yang fokus pada perkembangan
dan pembangunan ekonomi Negara peneri-
ma investasi (host states). Teori tersebut an-
tara lain :

a. Development Theory

Menurut teori ini, foreign investment
memberikan peran yang positif bagi pere-
konomian host state. Dengan terdapatnya
modal asing, modal dalam negeri bisa digu-
nakan untuk hal lain terkait kepentingan dan
kemanfaatan publik (Rajagukguk, 2019).

b. Dependency Theory

Pada teori ini menjelaskan sebaliknya,
yaitu foreign investment tidak memberi man-
faat perihal pembangunan ekonomi host
state. Teori ini melihat bahwa foreign invest-
ment umumnya dilakukan oleh perusahaan
besar yang memiliki kantor pusat di Negara
maju dan melakukan investasi pada negara
berkembang, sehingga pembangunan lebih
difokuskan kearah perusahaan induk yang
berada di negara maju tersebut.

c. Middle Path Theory

Teori ini menjadi penengah antara De-
velopment theory dan Dependency theory
yang mana menjelaskan bahwasannya fo-
reign investment memiliki peran yang sifatnya
memberi manfaat bagi ekonomi lokal seperti
terciptanya lapangan kerja baru, akan tetapi
foreign investment juga membawa dampak
negatif seperti yang digambarkan pada de-
pendency theory.

Dalam hal ini, investasi pada crypto
assets mempunyai konsep dan tujuan yang
sama seperti development theory. Investasi
terhadap koin atau token kripto dapat mem-
berikan keuntungan bagi negara yang sudah
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meregulasi keberadaan bitcoin dan crypto
lainnya. Keuntungan tersebut dapat dilihat
melalui perdagangan crypto assets itu sendiri
yang mana perdagangannya dapat dilakukan
pada masyarakat di seluruh dunia dalam wak-
tu kapan saja. Tiap orang atau badan yang
memiliki project dalam ranah digital pun da-
pat membuat sebuah koin kripto nya sendi-
ri dan dapat dimasukkan kepada exchange
kripto yang tersebar sehingga masyarakat du-
nia dapat membeli koin kripto tersebut un-
tuk di investasikan. Hal tersebut tentu dapat
bermanfaat bagi negara sebagai pemasukan
dengan diambil jumlah pajak orang atau ba-
dan tersebut yang memiliki projek.

Dalam kegiatan berinvestasi, diklasi-
fikasikan menjadi dua jenis, yaitu direct in-
vestment dan indirect investment. Investasi
langsung atau direct investment ialah kegia-
tan penanaman modal yang melibatkan pen-
galihan dana proyek yang memiliki jangka
waktu panjang dengan tujuan memperoleh
pendapatan regular dan ada suatu risiko
usaha, biasanya dilakukan dengan medirikan
perusahaan patungan (Munawaroh & Sugio-
no, 2019).

Lalu, indirect investment diartikan se-
bagai kegiatan penanaman modal jangka
pendek meliputi kegiatan transaksi di pasar
modal. Investasi ini dikatakan jangka pen-
dek karena umumnya jual beli saham oleh
investor dilakukan dalam waktu yang singkat
tergantung kepada fluktuasi nilai saham dan/
atau mata uang yang diperjualbelikan (Kairu-
pan, 2013).

Aset kripto telah menjadi sebuah ob-
jek investasi baru jenis indirect investment
yang baru selain saham, reksadana, sukuk
dan lainnya yang mana investor dapat den-
gan mudah menginvestasikan dana nya dan
tidak ikut terlibat kontrol manajemen dalam
berjalannya kegiatan operasional usaha koin
kripto yang diinvestasikan. Dikategorikan se-
bagai indirect investment karena aset kripto
yang kita beli dan miliki mempunyai project
yang dikerjakan dan dapat digunakan seca-
ra global. Melalui project bagus tersebutlah
yang menjadikan koin tersebut akan banyak
dibeli oleh para investor dan membuat har-
ga koin tersebut menjadi naik. Sebaliknya,

ketika project tersebut banyak ditolak di ba-
nyak Negara maka harga satu koin tersebut
akan turun karena akan banyak investor yang
menjual koin tersebut kedalam fiat money.
Penjualan koin ke dalam uang fiat dilakukan
supaya investor dapat menyelamatkan dana
ketika harga koin tersebut jatuh dan dapat
membeli kembali ketika harganya sudah be-
rada dibawah. Oleh karena itu pada investasi
dalam aset kripto juga memiliki karakter in-
vestasi jangka pendek karena investor dapat
dengan mudah disetiap waktu melakukan in-
vestasi atau berhenti berinvestasi karena har-
ganya jatuh (Rahmah, 2020). Bedanya cryp-
to assets dengan indirect investment lainnya
adalah, pada jual beli saham, surat berharga
dan lainnya dilakukan pada pasar modal atau
pasar uang, sedangkan untuk aset kripto di-
lakukan jual beli pada exchange crypto atau
pasar fisik aset kripto (Rahmanto & Ulfah Ani-
sariza, 2020).

Dalam perdagangan aset kripto dapat
ditemui banyak exchange yang dapat digu-
nakan untuk melakukan investasi terhadap
crypto assets. Tersebarnya exchange tersebut
tidak menjamin perlindungan yang akan di-
dapatkan para investor aset kripto di Indone-
sia. Sejatinya perlindungan hukum terhadap
investor aset kripto sangat perlu diterapkan
karena keamanan yang dapat menjamin uang
para investor merupakan daya tarik investor
sekaligus nilai penting yang harus dijalankan.
Bappebti sudah melakukan penetapan terha-
dap Exchange atau pedagang fisik aset kripto
yang aman sekaligus ditetapkan regulasi yang
mengatur agar dapat terjadinya suatu kepas-
tian hukum. Per 28 Agustus 2021 telah terda-
pat 13 exchange aset kripto di Indonesia yang
telah terdaftar di Bappebti sebagai pedagang
fisik aset kripto yang sudah mendapat izin.
Penjelasan terkait exchange terdapat pada
Pasal 1T Angka 8 Peraturan Bappebti Nomor
5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Pe-
nyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bur-
sa Berjangka (Peraturan Bappebti 5/2019)
yang menjelaskan bahwasannya pedagang
fisik aset kripto merupakan pihak yang telah
memperoleh persetujuan dari Kepala Bap-
pebti untuk melakukan transaksi Aset Kripto
baik atas nama diri sendiri, dan/atau memfa-
silitasi transaksi Pelanggan Aset Kripto
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Kemudian pada Pasal 8 ayat (1) huruf
a Peraturan Bappebti Nomor 9 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Bappeb-
ti 5/2019 tentang Ketentuan Teknis Penye-
lenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa
Berjangka (Peraturan Bappebti 9/2019) yang
mensyaratkan bahwa pedagang fisik aset
kripto juga harus memiliki modal yang di-
setor paling sedikit sebesar lima puluh miliar
rupiah. Pada ayat (2) huruf d juga disyaratkan
pada pedagang fisik aset kripto bahwa sistem
dan/atau perdagangan online wajib memili-
ki fungsi yang dapat memproteksi akses data
keuangan dan data transaksi setiap pelang-
gan aset kripto. Serangkaian syarat tersebut
bertujuan untuk menjamin perlindungan
dana para investor aset kripto yang melaku-
kan transaksi pada exchange yang telah legal
di Indonesia. Diwajibkannya proses Know
Your Customer (KYC) sebelum dapat mela-
kukan perdagangan terhadap aset kripto di-
tambah dengan syarat exchange harus dapat
memproteksi data transaksi setiap pelanggan
aset kripto merupakan sebagian langkah un-
tuk mengantisipasi terjadinya money launde-
ring dalam perdagangan aset kripto. Potensi
terjadinya kejahatan pencucian uang juga
telah diantisipasi oleh Bappebti dengan men-
geluarkan Peraturan Bapebti Nomor 6 Tahun
2019 tentang Penerapan Program Anti Pen-
cucian Uang dan Pencegahan Pendanaan
Terorisme Terkait Penyelenggaran Pasar Fisik
Komoditi di Bursa Berjangka (Peraturan Bap-
pebti 6/2019) yang mana dalam Pasal 4 ayat
(2) menjelaskan bahwa Peraturan Bappebti
mewajibkan kepada pedagang fisik komo-
diti dalam hal ini termasuk exchange kripto,
dalam penerapan ketentuan anti pencucian
uang dan pencegahan pendanaan terorisme
juga proliferasi senjata pemusnah massal, di-
lakukan terhadap calon pelanggan. Penera-
pan tersebut diterapkan oleh exchange kripto
dengan dilakukan verifikasi data pengguna
terlebih dahulu sebelum dapat melakukan
transaksi, kemudian data transaksi tersebut
dapat tersimpan pada sistem exchange.

Terhadap penerapan kebijakan yang
kemudian menjadi landasan hukum antara
negara El Salvador dengan negara Indonesia
atas keberadaan bitcoin, terlihat jelas perbe-
daan yang cukup signifikan dari penggunaan

bitcoin itu sendiri. Perbedaan landasan hu-
kum kepada bitcoin terjadi karena El Salvador
dalam hal ini menjadikan bitcoin yang memi-
liki nilai sebagai digitalisasi inklusi keuangan
untuk masyarakatnya yang sebagian besar
belum memiliki akses layanan ke bank. Jadi,
bitcoin digunakan sebagai alat pembayaran
digital yang mudah dan cepat serta hanya
membutuhkan akses untuk saling terhubung
menggunakan aplikasi dalam smartphone.
Sedangkan, alasan bitcoin dilarang dijadikan
alat transaksi di Indonesia adalah, selain ka-
rena Indonesia telah memiliki rupiah sebagai
mata uangnya sendiri yang harus dijaga nilai
kestabilan rupiah nya oleh Bank Indonesia
sebagai bank sentral melalui tugas kebijakan
moneter yang diatur dalam UU 23/1999, In-
donesia juga telah memiliki berbagai macam
aplikasi e-wallet dan m-banking yang memu-
dahkan digitalisasi transaksi menggunakan
rupiah yang jauh dari risiko fluktuasi seperti
bitcoin yang dapat menyebabkan menurun-
nya saldo yang disetorkan. Oleh sebab itu,
bitcoin dan aset kripto lainnya di Indonesia
digunakan menjadi suatu komoditi jenis digi-
tal aset yang dapat diperjualbelikan dan da-
pat dijadikan sebagai sebuah investasi.

Pentingnya Perkembangan Landasan
Hukum dalam Memanfaatkan Bitcoin dan
Crypto Assets di Indonesia

Komoditi dalam bidang aset digital te-
lah menjadi landasan hukum yang menaungi
sekaligus memberi kejelasan tentang peng-
gunaan bitcoin dan aset kripto lainnya di
Indonesia. Akan tetapi, keberadaan bitcoin
dengan total investor aset kripto beserta nilai
transaksi yang besar seharusnya dapat mem-
berikan dampak positif terhadap perekono-
mian. Oleh karena hal tersebut, diperlukan
sebuah landasan hukum lebih lanjut yang da-
pat menguntungkan investor aset kripto dan
negara, sebagaimana Omnibus Law menjadi
perkembangan landasan hukum yang dapat
meningkatkan investasi pada pasar modal
(Dirkareshza et al., 2021). Perlunya diben-
tuk landasan hukum lebih lanjut dalam me-
manfaatkan keberadaan bitcoin dan aset
kripto lainnya di Indonesia, menjadi sebuah
langkah untuk menjadikan penggunaan bit-
coin dapat memberikan dampak positif da-
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lam sektor ekonomi dan bukan memberikan
pelanggaran dengan digunakan sebagai alat
bertransaksi. Landasan hukum yang perlu
untuk dibentuk tentunya memperhatikan hu-
bungan antara hukum dan ekonomi, sehing-
ga landasan hukum tersebut dapat berdam-
pak baik pada sektor perekonomian.

Hubungan variabel hukum dan ekono-
mi diterangkan oleh Cooter dan Ulen yang
menegaskan bahwa interaksi antara ilmu eko-
nomi dan ilmu hukum tidak dapat dipisah-
kan, karena keduanya memiliki persamaan
dan keterikatan dalam scientific theories of
behavior yang mana ilmu ekonomi mempre-
diksi terhadap efisiensi kebijakan dan hukum
menjadi alat untuk mencapai tujuan sosial
yang penting (Sugianto, 2015). Pendapat
Cooter dan Ulen tersebut juga mempunyai
relasi dengan konsep Economic analysis of
law yang dikembangkan oleh Richard Posner
yang berpendapat bahwa orang akan me-
naati ketentuan hukum apabila ia memper-
kirakan dapat memperoleh keuntungan lebih
besar daripada melanggarnya, demikian se-
baliknya (Sugianto, 2013).

Berdasarkan pendapat Cooter dan
Ulen serta pendekatan konsep Posner, maka
agar dapat membuat keberadaan aset kripto
menjadi berpengaruh positif terhadap pere-
konomian di Indonesia, diperlukan sebuah
landasan hukum yang dapat membuat ne-
gara ikut merasakan keuntungan dari adanya
bitcoin, tapi juga tidak memberatkan pihak
yang ikut andil dalam investasi aset kripto.
Dapat dilihat terhadap pajak yang dikenakan
kepada aset kripto masih belum sepenuhnya
selesai, karena aset kripto sebagai alat in-
vestasi jenis indirect investment belum dike-
nakan PPh final layaknya pada saham. Pada-
hal, apabila dengan jumlah transaksi beserta
jumlah investor yang besar dikenakan pajak,
maka akan berdampak positif terhadap pe-
masukan negara. Selain itu, aturan mengenai
pelarangan penggunaan exchange global dan
dipermudahkannya izin berusaha sebagai
pedagang fisik aset kripto juga dapat menjadi
dampak positif terhadap pemasukan negara.
Jika dilihat pada tabel 1, nilai transaksi perda-
gangan terhadap crypto assets di Indonesia
cukup tinggi jumlahnya dalam satu tahun te-

rakhir, mulai dari tahun 2020 sampai bulan
Juli 2021. Besarnya nilai transaksi tersebut
tentunya dapat memberikan dampak positif
dalam perekonomian apabila dikembangkan
aturan yang berkaitan dengan jual beli bit-
coin.

Tabel 1. Data Total Nilai Transaksi Aset Kripto
di Indonesia
No. Waktu
1. Tahun 2020

Total Nilai Transaksi

Rp 65.000.000.000.000
dengan mencapai 4 juta
orang bertransaksi

2. Maret Tahun  Rp 126.932.027.089.927
2021
3. Mei Tahun Rp 370.000.000.000.000
2021 dengan mencapai 6,5
juta orang bertransaksi
4. Juli Tahun Rp 428.500.000.000.000
2021
Sumber : Kementrian Perdagangan (Perda-

gangan, 2021)

Belasting atau pajak merupakan suatu
pungutan oleh pemerintah dari rakyatnya
untuk membiayai pengeluaran pemerintah
yang bertujuan terhadap keperluan umum
(Ayza, 2017). Terdapat beberapa fungsi atas
dilakukan nya pengenaan pajak, diantaranya:

a. Fungsi  budgetair,  vyaitu  pajak
sebagai sumber dana bagi jalannya
pemerintahan

. Fungsi regulerend, yaitu pajak sebagai
alat untuk mengatur
Fungsi redistribusi dana, yaitu pajak
yang dipungut akan digunakan perihal
kepentingan umum

. Fungsi stabilitas, yaitu dengan adanya
pajak dapat menjalankan kebijakan
terkait stabilitas harga sehingga inflasi
dapat dikendalikan (Sinaga, 2014).

Selain karena total nilai transaksi per-
dagangan yang besar, pengenaan pajak dirasa
perlu dikenakan karena aset kripto merupa-
kan jenis indirect investment baru disamping
saham, reksa dana, obligasi dan lainnya. Pen-
genaan pajak atas aset kripto berfungsi seba-
gai regulerend yang dapat membuat kebera-
daan aset kripto diakui dan legal keberadaan
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nya karena sudah diatur. Per tanggal 17 Juni
2021, dalam sebuah webinar mengenai aset
kripto yang diselenggarakan oleh kompas
talks, Kepala Bappebti menjelaskan bahwa-
sannya saat itu pajak yang dikenakan dalam
perdagangan aset kripto masih PPh badan
Pasal 22 dan belum dikenakan PPh final se-
perti penjualan saham. Penjualan atas saham
yang dilakukan para investor dikenakan pa-
jak penghasilan yang bersifat final yaitu 0,1%
dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan.
Pada tabel 1 dapat dilihat kenaikan total
nilai transaksi yang sudah mencapai 559,3%
sejak total nilai transaksi tahun 2020 sampai
Juli 2021. Total nilai transaksi yang dilakukan
oleh investor aset kripto Indonesia ini baru
permulaan karena belum banyak masyarakat
yang mengetahui mengenai alternatif inves-
tasi pada aset kripto ini. Projek yang dijalan-
kan pada koin kripto sebagian besar adalah
bergerak dalam dunia digital mulai dari sisi
keuangan, informasi sampai hiburan. Digita-
lisasi bersamaan dengan ranah industri yang
terus mengalami revolusi telah memberikan
gambaran bahwasannya projek digital yang
memudahkan komunikasi lintas batas ke se-
luruh dunia dapat menjadi masa depan dari
investasi pada aset kripto. Hal tersebut di-
buktikan dengan sistem pembelajaran yang
sebelumnya hanya dapat dilakukan dengan
bertemu langsung, kini dapat dilakukan seca-
ra daring. Pada total nilai transaksi yang akan
terus menerus bertambah seiring bertambah-
nya investor aset kripto di Indonesia, dapat
berdampak jika investor aset kripto nantinya
dikenakan PPh final sama seperti saham.

Landasan hukum atas PPh final yang
dikenakan atas transaksi aset kripto kiranya
besaran nilai nya ditentukan dengan hati-
hati dalam hal ini tidak terlalu besar nilainya,
karena apabila pajak yang nantinya akan di-
kenakan dirasa cukup besar nilainya, maka
investor aset kripto Indonesia akan kabur dan
lebih memilih exchange global yang dapat di-
gunakan dan tidak terdaftar di Bappebti juga
pastinya terbebas dari pajak hingga menye-
babkan nilai transaksi dapat menurun. Selain
pentingnya landasan hukum terkait pajak
yang harus berhati-hati untuk ditetapkan be-
saran jumlahnya, penting juga untuk men-

gatur terkait penutupan akses investasi aset
kripto diluar pedagang fisik aset kripto yang
telah terdaftar di Bappebti. Penutupan akses
tersebut ditujukan untuk keamanan uang in-
vestor dan agar para investor menggunakan
exchange lokal yang telah terdaftar di Bap-
pebti.

Kemudian, setelah dampak positif yang
dapat dimanfaatkan oleh negara, terdapat
juga dampak positif yang dirasakan oleh para
investor aset kripto. Sebagai salah satu komo-
diti jenis baru yang ditetapkan sebagai komo-
diti di penghujung tahun 2018 melalui per-
mendag 99/2018 dan dapat diperdagangkan
secara legal di Indonesia, angka Rp65 triliun
beserta jumlah transaksi yang dilakukan oleh
4 juta masyarakat merupakan nilai yang cu-
kup besar. Selanjutnya 3 bulan setelah tahun
2020 berakhir, total nilai transaksi aset krip-
to telah mengalami kenaikan sebesar 95,3%
dari total nilai transaksi di tahun 2020 dan
terus berkembang hingga mencapai kenai-
kan sebesar 237,4% dari Maret 2021. Hal
tersebut telah menunjukkan bahwasannya
dengan dilegalkannya keberadaan bitcoin
dan aset kripto lainnya di Indonesia menda-
patkan respon yang cukup baik dari masyara-
kat untuk menggunakannya sebagai alternatif
investasi (Kuo Chuen et al., 2017).

Dampak positif dalam hal perekonomi-
an yang dapat diperoleh investor aset kripto
adalah berupa return investasi. Return me-
rupakan hasil yang diperoleh dari investasi
(Hartono, 2015). Hal tersebut dapat diihat
melalui grafik volatilitas nilai bitcoin yang
mengalami fluktuasi besar dari waktu ke wak-
tu (Li et al., 2020). Pada tahun 2017 harga
satu bitcoin kurang dari 1,000 US Dollar dan
meningkat mencapai nilai 19,000 US Dollar
(Baur & Dimpfl, 2021), kemudian turun di
tahun 2018 dan melonjak lagi pada Okto-
ber 2021 dengan nilai lebih dari 60,000 US
Dollar. Mereka yang sudah menginvestasi-
kan dana nya pada bitcoin sejak tahun 2017
pastinya sudah mendapatkan return investasi
yang berlipat. Negara Indonesia dalam hal ini
telah tepat dalam memberikan kebijakan ter-
hadap bitcoin dan aset kripto lainnya sebagai
komoditi yang dapat diperdagangkan dan di-
jadikan sebagai alternatif investasi.
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Walaupun saat ini aplikasi exchange
global masih dapat diakses dan digunakan
oleh para investor aset kripto, akan tetapi
kiranya para investor hanya menggunakan
exchange lokal yang terdaftar, karena selain
untuk meminimalisir risiko yang tidak diin-
ginkan seperti kehilangan dana disebabkan
hacked system, penggunaan aplikasi lokal
beserta pemblokiran exchange global dapat
menjaga stabilitas ekonomi dan menjadi ba-
gian dari pembentukan digital sovereignty
(Yuniarti & Herawati, 2020). Untuk itulah
perkembangan landasan hukum yang sama-
sama menguntungkan pihak investor dan pi-
hak pemerintah diperlukan, karena investor
ingin return mereka tidak banyak terpotong
pajak dan dana mereka aman dalam exchan-
ge yang sudah terdaftar, lalu dilain sisi negara
juga dapat memanfaatkan keuntungan atas
keberadaan jual beli bitcoin dengan diterap-
kannya pajak final kepada para investor aset
kripto yang tidak terlalu besar nilainya.

4. Penutup

Landasan hukum atas perkembangan
dalam dunia digital yang berhasil mencip-
takan bitcoin sebagai sistem desentralisasi
dan distribusi dari cara kerja uang, menjadi
hal yang sangat penting untuk ditetapkan. El
Salvador menetapkan kebijakan atas kebe-
radaan bitcoin di negara nya sebagai legal
tender melalui keputusan nomor 57 tahun
2021 tentang law bitcoin dengan tujuan
menjadikan bitcoin sebagai inklusi keuangan
untuk membuat roda perekonomian nega-
ranya meningkat dan terhubung secara di-
gital dengan mudah. Hal demikian berbeda
dengan Indonesia yang melegalkan bitcoin
dan crypto assets lainnya sebagai komoditi
jenis digital aset yang dapat diperdagangkan
sebagaimana Permendag 99/2018 dan Pera-
turan Bappebti 3/2019. Dilarangnya bitcoin
sebagai alat pembayaran di Indonesia ialah
karena Indonesia telah memiliki mata uang
negara nya sendiri yang harus dipertahankan
nilainya dan telah memiliki banyak jenis e-
wallet dan m-banking sebagai inklusi keuan-
gan, yang mana selanjutnya konsep digital
rupiah akan segera diluncurkan oleh Bank
Indonesia. Oleh karenanya, Bitcoin dan aset
kripto lainnya di Indonesia menjadi suatu

alternatif indirect investment yang baru bagi
masyarakat.

Bitcoin dan aset kripto lainnya yang te-
lah ditetapkan sebagai komoditi di Indonesia
juga perlu dikembangkan terkait landasan
hukumnya. Pengaturan lanjutan mengenai
jual beli bitcoin ditujukan untuk dapat di-
manfaatkan keberadaannya sehingga mem-
berikan suatu dampak positif terhadap pe-
rekonomian di Indonesia. Legalitas yang
telah diberikan menjadi suatu kesempatan
para investor dan exchange yang terdaftar di
Bappebti agar dapat mengembangkan seca-
ra legal dunia investasi terhadap aset kripto.
Perkembangan yang dapat dilakukan seja-
lan dengan development theory pada teori
investasi dan juga berkaitan dengan konsep
Economic analysis of law oleh Richard Posner.
Diperlukannya pengaturan terkait pembloki-
ran akses ke exchange global, pengenaan pa-
jak kepada investor aset kripto dan kemuda-
han izin berusaha sebagai pedagang fisik aset
kripto merupakan salah satu landasan hukum
yang diperlukan untuk dapat memanfaatkan
keberadaan bitcoin dan aset kripto lainnya
sehingga dapat memberikan dampak positif
yang berpengaruh terhadap perekonomian
di Indonesia. Adanya exchange di Indonesia
yang telah terdaftar di Bappebti tentu akan
terus mengembangkan usahanya sehingga
dapat memberikan sebuah kesempatan pe-
kerjaan lebih banyak kepada masyarakat In-
donesia yang membutuhkan. Dari landasan
hukum yang dikembangkan terkait penge-
naan pajak dan pembokiran akses juga da-
pat memberikan keuntungan ekonomi juga
kepada negara, akan tetapi sejalan dengan
konsep economic analysis of law tentunya.
Keberhasilan pengaturan yang akan membe-
rikan dampak positif terhadap perekonomi-
an juga harus memperhatikan kepuasan yang
akan didapatkan para investor. Dalam hal
ini investor tentunya membutuhkan crypto
exchange yang aman sebagai investasi dana
mereka dan dari kebutuhan investor ter-
sebut, maka akses kepada exchange global
perlu untuk diblokir untuk meminimalisir ke-
rugian yang akan terjadi, dan ketika investor
beralih kepada exchange lokal, diharapkan
pajak final yang nantinya akan dikenakan
jumlahnya tidak besar dan masih mendapat-
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kan kepuasan atas return yang diterima para
investor, sehingga jumlah transaksi investor
aset kripto tetap pada dalam negeri dan tidak
hilang karena besarnya pajak.
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